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ABSTRAK

ri utama suatu daerah menjadi suatu daerah yang otonom terletak pada sumber
daya keuangan daerah, yaitu harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk
mengembangkan sumber daya keuangan secara mandiri dengan meminimalkan
ketergantungannya kepada pemerintah pusat, sehingga penelitian ini
ilatarbelakangi oleh adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan daerah. Hingga saat ini berbagai kebijakan telah ditempuh untuk
mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kemampuan daerah di sektor
Keuangan, karena aspek keuangan daerah penting untuk di telaah lebih lanjut.

nelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan APBD
I;%ovinsi Jambi periode 2017-2020 dengan menggunakan rasio keuangan daerah
diantaranya untuk mengetahui tingkat rasio kemadirian, rasio efektifitas, rasio
efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio eaktivitas, dan pengukuran indeks kinerja
keuangan pemerintah secara umum. Dengan melalui analisis terhadap kinerja
keuangan daerah akan mendapatkan gambaran mengenai rangkaian kinerja dan
aktivitas perusahaan serta dapat menemukan kelemahan di dalam Kkinerja
keuangan daerah. Metode yang dipergunakan pada pada penelitian ini yaitu
metode analisis kuantitatif deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu data skunder. Hasil Analisa menunjukkan bahwa tingkat
kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi secara umum berada pada kategori
Cukup Baik. Namun diharapkan pemerintah harus lebih mampu meningkatkan
pendapatan asli daerah dan meminimalkan belanja daerah.

SUDICID AOH ©

Kata Kunci : APBD, Kinerja keuangan, Rasio Keuangan Daerah
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ABSTRACT

The main characteristic of a region becoming an autonomous region lies in
régional financial resources, which must have the strength and ability to develop
financial resources independently by minimizing its dependence on the central
government, so this research is motivated by the existence of local government
atthorities in managing regional finance. Until now, various policies have been
taken to develop and improve the capacity of the regions in the field of finance,
because the aspects of regional finance are important to be studied further. This
Study aims to analyze the Financial Performance APBD Level of the Jambi
Province for the period 2017-2020 using regional financial ratios including the
uﬁdependence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, activity ratio, and
measurement of the government’s financial performance index in general.
Through an analysis of regional financial performance will get an overviewof the
company’s performance and activities and can find weaknesses in regional
financial performance. The method used in this research is secondary data. The
result of the analysis show that the level of financial performance of the Jambi
Province government in general is in the Fairly Good Category. However, it is
hoped that the government should be able to increase local revenue and minimize
regional spending.

Keywords:regional revenue and expenditure budget; financial
performance;regional financial ratio.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’aalamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan

p1dio JDH @

AL

kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis

.

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja
Z

Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode
Ehhun 2017-2020. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan

A

kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

S

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD
Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-
2020~
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Allah senantiasa membalas kebaikannya.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi.

Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sultha Thaha Saifuddin Jambi.

Dr. Rafidah, M.E.I. Selaku Wakil Dekan I, Titin Agustin Nengsih, Ph.D
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu (science) dan
engineering (teknologi), tetapi dapat juga diartikan sebagai suatu proses.
Menurut skala dan bentuk organisasi pemakai informasi akuntansi?,
bidang akuntansi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu
Akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor
swasta adalah proses akuntansi yang mencatat kegiatan ekonomi
perusahaan yang berorientasi pada laba, sedangkan akuntansi sektor publik
berlaku untuk organisasi nirlaba seperti yayasan dan pemerintah.

Pemerintah daerah Indonesia adalah badan penyelenggara
pemerintahan daerah yang dikelola bersama sesuai dengan sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam UUD 1945, berdasarkan asas otonomi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya
kewenangan otonomi. Otonomi adalah kekuasaan yang memberikan
kebebasan kepada daerah untuk mengambil keputusan daerah, sehingga
dapat mengelola sumber dayanya sesuai dengan keputusan sendiri,
prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
secara proporsional untuk dicapai melalui pengaturan, alokasi, dan
penggunaan sumber daya nasional yang rasional, serta perimbangan fiskal
antara pemerintah pusat dan daerah®. Pembangunan daerah otonom
berdasarkan Undang-Undang Keuangan Pusat dan Perimbangan Keuangan
Daerah Nomor 33 Tahun 2004, di satu sisi merupakan peluang bagi daerah

untuk memahami pemerintahan dan mengelola pembangunannya sendiri

¢ PUDUL UDUYNS JO ANSISAIUN DILUDIS| 81DI1S

2 Aidil Hada Pratama, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam

Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Skripsi,” 2017,

I"ial. 2.

IquIDr @p
N
[

% Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2002),
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dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.® Menurut Pasal 4 peraturan
pemerintah no. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung
jawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan
daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan meperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun
tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan sosial.”

Berdasarkan penjelasan mengenai pemerintah yang harus
mengelola keuangan dengan amanah telah dijelaskan dalam Al-Qur’an
surah An-Nisa’ ayat 58° berikut

Mb\y&u\wu\éﬂéﬁn&h\jw\é\uu\ﬂ\ \ﬁyu\esfu \u\
O SR NG L \u\%e&ummu\

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan

=

IquUIDT BIPF ﬁ.urﬁ DY DU UDULNS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS

*Didik Suhardi, Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan

P (Jakarta: KEMDIKBUD, 2017), Hal. 8.

*Andy P Hamzah dan Nur Aisyah Kustiani, Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan, 1 ed.

angerang Selatan: STAN Press, 2014), Hal. 11.

® Al-Quran Dan Terjemahan, An-Nissa (4) : 58, (Jakarta Departemen Agama Republik

onesia, 2014). Hal.87
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dengan per-aturan daerah. Undang-undang no.32 tahun 2004 yang
mengatur tentang pemberlakuaan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran
pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 januari sampai 31
desember. Dengan demikian APBD menjadi pedoman bagi pemerintah
daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yanng bersangkutan.
Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah
tidak dapat dilaksankan jika tidak dicantumkan dalam APBD. ’

Ciri utama suatu daerah menjadi daerah otonom terletak pada
sumber daya keuangan daerah, yaitu daerah otonom harus memiliki
kekuatan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya keuangan
secara mandiri dengan meminimalkan ketergantungannya kepada
pemerintah pusat. Jika pemerintahan di semua tingkatan dapat mengelola
keuangannya dan menyediakan dana untuk tanggung jawab dan wewenang
daerahnya masing-masing, maka keseimbangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal .®

Provinsi Jambi tediri 11 kabupaten/kota diantara nya kabupaten
Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin,
Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota
Jambi, dan kota Sungai Penuh.

Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda

(Provinsi/Kabupaten/Kota) di provinsi Jambi.

PEAIDIS DUDY| UDUYNS JO ALSISAIUN DILUDIS| 81045

Iquuor @

" Hamzah dan Kustiani, Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan, 1 ed. (Tangerang Selatan:

AN Press, 2014),Hal. 5.

® Wan Vidi Rukmana, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan

rhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” Hal. 2.
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Tabel 1.1 Pagu Dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi
Tahun 2017-2020

(Dalam bentuk miliaran)

Pendapatan Belanja Defisit/surplus
Priode Pagu Realisasi Pagu Realisasi | pagu | Realisasi
2017 | 16.588,8 | 17.269,1 | 17.164,5 | 16.872,7 | (575,7) 396,4
2018 | 4.218,02 | 4.412,46 | 451514 | 4.198,26 | (297,12) | 214,2
2019 | 4.517,55 | 4.575,19 | 4.813,41 | 4.824,37 | (295.86) | (249,18)
2020 | 4.694,00 | 4.400,62 | 5.244,84 | 4.430,39 | (550,84) | (29,77)

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data tabel diatas dilihat bahwa pagu dan realisasi dari
tahun ke tahun mengalami penuruan, pada tahun 2019 dan 2020
mengalami defisit dimana realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi
pendapatan. Hal ini menunjukan bahwa dua tahun terkahir menunjukkan

menurunnya performa pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Persentasi Capaian Realisasi Pendapatan dari Agregat APBD
Provinsi Jambi Periode 2017-2020

Periode Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Asli
Daerah Daerah ( PAD)
2017 17.269,10 2.859,65
2018 4.412,46 1.656,57
2019 4.575,19 1.651,09
2020 4.400,62 1.535,18

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id
Untuk mengetahui besar persentase kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah dilakukan perhitungan dengan cara berikut:

( nilai realisasi PAD
nilai total Pendapatan Daerah

X 100)

Maka berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase
PAD dari total pendapatan di tahun 2017 sebesar 16,56%, untuk tahun
2018 sebesar 37,54% dari total pendapatan daerah. Ditahun 2019

persentase PAD sebesar 36,09%, dan persentase PAD di tahun 2020
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sebesar 34,89%. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan PAD masih
sedikit dibanding dengan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat (TKDD) dari total pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, pemerintah
daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam
mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksankan
pembangunan dan pelayanan terhadap mansyarkat. Disamping itu
pemerintah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar
mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring
dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan
daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi
daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi,
kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah®.

Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
diukur dari kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis
kinerja keuangan pengelolaan keuangan daerah adalah dengan
menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan. Ada beberapa metode untuk menghitung kinerja fiskal
daerah, antara lain menghitung rasio kemandirian, rasio desentralisasi
fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kesesuaian anggaran
terhadap pengeluaran belanja dan pendapatan daerah. Sekaligus
menghitung kapasitas fiskal daerah, yaitu menghitung pangsa dan
pertumbuhannya. Kemudian menganalisa hasil dari setiap perhitungan
dengan cara membandingkan hasil suatu wilayah dari satu periode ke
periode sebelumnya, sehingga dapat dilihat bagaimana trend yang terjadi.
Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menilai kinerja keuangan

pemerintah daerah®.

Fppnlos ounul uDylns JO AlSISAIUN DILUD|S| 81018

IquIOl

® Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal.18.
10 Soelistijono Boedi, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Apbd Pemerintah Kabupaten

injar Kalimantan Selatan™ 2 (2012): Hal. 185.
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Meurut kamus akuntansi manajemen, Kkinerja (performance)
diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode
tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran
kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari
suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu
aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara Kkinerja

keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil

WDr pUINS NIN Aw oidio 3oH @

kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja

i
e

daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui
suatu kebijakan atau perundang undangan selama periode anggaran.**
Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No.71 Tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintah merupakan instrumen dan tata tertib
yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan
serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah
tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan
keuangan yang memberikan informasi yang revelan mengenai posisi
keuangan serta transaksi selama satu periode tahun anggaran. Penyajian
laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya
ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, dan
kesesuaian penyajian laporan menurut peraturan perundang-undangan.*?
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpilkan bahwa Kinerja
keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu
yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis
akrual. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah
satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah
dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah
adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program
sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat

kemampuan daerah.

! Mulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hal. 7.

Hery Susanto, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Mataram,” Distribusi - Journal of Management and Business 7, no. 1 (25
Maret 2019): Hal. 82.
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Pada penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuanga pemeritah
yang diteliti pleh Hery Susanto (2019) hasil penelitiannya menjelaskan
bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Mataram dikategorikan
kurang baik karena terjadinya penurunan PAD setiap tahun selama kurung
waktu perhitungan sedangkan pendapatan daerahnya selama wakrtu
penelitian juga mengalami turun naik sehingga belum dikatakan optimal.

Pada penelitian P.P. Utami Mailangkay, Dkk (2020) hasil
penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja keuangan kota Bitung masih
rendah, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada
pemerintah daerah itu sendiri dan pertumbuhan PAD kota Bitung masih
tergolong fluktuatif.

Dalam Penelitian J.J.Pilat dan J. Morasa (2017) menjelaskan
bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah kota Manado masih belum
ideal, dalam analisis perhitungannya menunjukkan kemampuan keuangan
kota Manado tergolong tinggi, tingginya tingkat kemampuan keuangan
daerah kota Manado disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari
pemerintah pusat sehingga dituntut untuk meningkatkan PAD-nya,
dikarenakan hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi
daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan pemerintah daerah.

Dan untuk penelitian S.D. Rawis, Dkk (2020) hasilnya
menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Sulawesi Utara
menunjukkan kurang baik, dimana pemerintah belum mampu dalam
penyelenggaraan desentralisasi.

Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dilakukan dengan
menggunakan analisis pengukuran rasio. Penggunaan analisis rasio pada
sektor publik belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada
kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.
Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio
terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanaan meskipun kaidah
pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan
keuangan perusahaan swasta. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan
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berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah
antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efekivitas dan
efisiensi®®,

Dalam penelitian Hery Susano (2019) dijelaskan bahwa untuk
meningkatkan kinerja keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal,
pemerintah daerah perlu melakukan penghematan pembiayaan dan alokasi
pos anggaran harus mempertimbangkan skala perioritas kebutuhan daerah
sehingga dapat mewujudkan mewujudkan prinsip Value Of Money yang
ekonomis. Dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah dalam merealisasi
pendapatan daerah harus lebih besar dibandingkan target yang telah
ditetapkan,perlunya dilakukan penggalian sumber-sumber baru pendapatan
daerah untuk optimalisasi perolehan PAD sehingga mampu menekan
besaran bantuan dana dari pusat, serta peningkatam alokasi Belanja Modal
terkait pengadaan sarana dan prasarana ekonomi serta pelayanan publik
dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan yang dipaparkan berdasarkan dengan
data yang didapat dimana menunjukkan masih signifikannya
ketergantungan pemerintah daerah provinsi Jambi terhadap dana dari
pusat, maka menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian
tentang Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD
Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode
Tahun 2017-2020.

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi
masalah-masalah yang ada, sebagai berikut :
1) Menurunnya anggaran dan realisasai dari tahun sebelumnya ke
tahun berikutnya.
2) Realisaasi agregat APBD belum optimal dari total anggaran yang
diberikan dari pusat.

3) Masih signifikannya ketergantungan pemerintah daerah Provinsi

pPRNIDS DYDUL UDUYNS JO AUSISAIUN DILUDIS| S1DIS

3 |hyaul Ulum, Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar, 1 ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2009), Hal.30.

IquID
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4)

5)

Jambi terhadap dana dari pusat

Masih besarnya pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat
dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam total
pendaptan daerah

Realisasi agregat PAD dalam 4 tahun terakhir masih naik-turun

dan belum konsisten.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan

tujuan agar penelitian ini lebih intensif dan spesifik adalah :

1)

2)
3)

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data anggaran
keuangan provinsi jambi

Periode penelitian dilakukan peneliti adalah tahun 2017-2020
Rasio yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian,
rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktvitas

dan pengukuran indeks kinerja keuangan pemerintah

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bagaimana tingkat kemandirian kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi Peiode tahun 2017-2020?

Apakah kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun
2017-2020 sudah efektif?

Apakah kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun
2017-2020 sudah efisien?

Bagaimana tingkat pertumbuhan kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi Periode tahun 2017-2020?

Bagaimana tingkat aktivitas kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi Perode tahun 2017-2020?

Bagaimana kategori kinerja keuangan Provinsi Jambi secara
umum periode tahun 2017-2020?
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E. Tujuan Penelitian

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengetahui tingkat kemandirian kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi periode tahun 2017-2020

Mengetahui tingkat efektifitas kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi periode tahun 2017-2020

Mengetahui tingkat efisiensi kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi periode tahun 2017-2020

Mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja keuangan APBD
Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020

Mengetahui tingkat aktivitas kinerja keuangan APBD Provinsi
Jambi periode tahun 2017-2020

Mengetahui kategori kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

secara menyeluruh dalam periode tahun 2017-2020

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara

lain :

1)

2)

Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
masukan secara teoritis bagi ilmu pengetahuan mengenai laporan
kinerja keuangan daerah dan hasil penelitian ini juga dapat
dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi terkhusus
mata kuliah akuntansi sector public untuk menambah wawasan
dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka
untuk penelitian lebih lanjut.
Kegunaan Empiris/Praktis
- Bagi Peneliti dan Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan
wawasan dan pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan
daerah serta hasilnya dapat menjadi referensi dalam
melakukan penelitian yang sama.
- Bagi pemerintah
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai

kinerja laporan keuangan pemerintah daerah.

G. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

BAB V

: Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan masalah

penelitian.

: Kerangka Teori dan Kerangka Berpikir
Bab ini menjelaskan kerangka teori, teori hubungan antar

variabel, tinjauan pustaka dan kerangka kerja.

: Metode Penelitian

Bab ini berisi metode survei yang digunakan, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, variabel survei dan
definsi operasional masing-masing variabel, metode

analisis data dan lainnya.
: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang pokok bahasan penelitian,

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang
dilakukan.
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BAB |1
KAJIAN PUSTKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka
1. Landasan Teori

a) Stewardship Theory

Teori stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan
situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu
melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan
organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun
berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak
dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku
jujur untuk pihak lainnya.™

Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa
manajemen dapat berprilaku baik untuk kepentingan publik dan
umumnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara
kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam
sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas
principals dan manajemen.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai
sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya
manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber
daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak
lain (stewards/manajemen) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara
principals dengan stewards didasari dengan kepercayaan dan kolektif
dengan tujuan organisasi. Stewardship theory merupakan model yang
dapat diterapkan dalam akuntasi sektor publik.

Impilkasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat
menjelaskan eksistensi pemerintah daerah suatu lembaga yang
dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan
pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu membuat

FPPINIOS DUDU| UDULNS JO ANISISAIUN DILUDIS| 81045

IquIOl

“Donaldson,L., & Davis, J.H, Stewardship Theory Or Agency Theory : CEO Governance
id Shareholder Returns (1991), Australian Journal of Management, 16:49-64
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pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya,
sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat
dapat tercapai secara maksimal.

b) Landasan Al-Qur’an

Berdasarkan Al-Qur’an Surah n-Nisa’ ayat 58 yang menjelaskan
mengenai amanah dan tanggung jawab seorang muslim. Kata amanah
mempunyai akar kata iman dan aman, sehingga mu’min berarti yang
beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan
menerima amanah. Amanah juga termasuk yang menyangkut hak-hak
Allah SWT atas hamba-hamba-Nya yang dipercaya kepada seseorang
yang berupa titipan. Oleh karena suatu titipan hendaknya ditunaikan
kepada yang berhak menerimanya .

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan
kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat
yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan
dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam
memberikan keputusan.™

Ibnu Tamiyah menegaskan bahwa wajiblah atas penguasa
menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin kepada
orang yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan itu. Pemimpin
harus menyadari bahwa kemimpinan yang dijalankan itu tidak semata-
mata disaksikan oleh publik, tetapi Allah melihat bagaimana pemimpin
itu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mampu bertanggung-
jawab dengan apa yang telah dilaksankannya.

Bidang Akuntansi
a) Akuntansi sektor publik
Akutansi  sektor  publik adalah  suatu  proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas

publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan

IQUIDT WE@PRNIDS DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

' Tafsir Al-Tabari (Ath-Thabari), “ Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an.”
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sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi
oleh pihak-pihak yang memerlukan.®

Akutansi sektor publik mencakup proses manejerial dan
pertanggung jawaban. Proses menejerial mencakup proses
perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang
mencakup penentuan pos-pos kegiatan beserta anggaran dananya.
Akutansi sektor publik sering disebut sebagai akutansi dana karena
kekhasan dalam fokus pencarian sumber dan alokasi dana dari dan
untuk publik. Sedangkan pertanggung jawaban mencakup semua
laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akutansi
sektor publik, anggaran merupakan focal point sebagai landasan
operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan, organisasi
publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan.
Sehingga sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik
adalah mandatory. *’

Akutansi  merupakan bentuk akuntabilitas  publik,
transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Hal ini
merupakan penekanan besar yang ditunjukan pada organisasi
publik yang menghendaki keterbukaan, transparansi, perlakuan
adil, ketidakberpihakan pada golongan dan prediktabilitas isu yang
menjadi perhatian pada reformasi organisasi publik saat ini dalam
rangka perbaikan pengelolaan sumber daya publik secara efisien
dan efektif adalah implementasi new public management (MPM)
untuk mencapai kinerja organisasi secara optimal.*®
1) Anggaran sektor publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor
publik, terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa

definisi anggaran yaitu sebagai berikut.

1° Dadang Solihin, Keuangan Publik: Pendananaan Pusat dan Daerah (Jakarta: PT
ifa Duta Prakarsa, 2006), Hal. 42.

OPNEDS PYDYL UDYYNS JO AHISISAILN DIWD(S| S404S

o 8 Hamzah dan Kustiani, Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan, (Tangerang Selatan :
AN Press, 2014) Hal. 17.
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;
=

1; i.  Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi
a kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu
% tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. ™

c ii.  Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan
;i dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran
;: yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta
’-; usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.?

S

iii.  Sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan

i
e

pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu

atau beberapa priode mendatang.**

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja,
baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam
ukuran moneter yang akan dicapai pada priode waktu tertentu dan
menyertakandata masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan

penilaian kinerja.

Mardiasno mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran

dalam manajemen sector public adalah sebagai berikut **:

a) Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan management untuk
mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang
harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran
sector public dibuat untuk merencanakan Tindakan apa yang akan
dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan
berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b) Anggaran sebagai alat pengendalian

BOS DY oYL uDuyns JO AlISISAIUN DILUDIS| 81D1§
@os 1 NS 4 . I} DI )

¥ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), Hal. 27.

20 Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Daerah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,
5), Hal. 22.

' 2! Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2002),

[y
©

22 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), Hal. 34.
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Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk

menghindari  adanya  pengeluaran yang terlalu  besar

(overspending), terlalu rendah (underspending), salah sasaran

(misappropriation), atau adanya penggunaan Yyang tidak

semestinya (misspending). Anggaran merupakan alat untuk

mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional

program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian

menejerial, aggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan

bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi

kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat

dilakukan dengan empat cara, yaitu:

» Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang
dianggarkan

» Menghitung selisih anggaran

» Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat
dikendalikan atas suatu varians

» Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun
berikutnya

Anggaran sebagai alat kebijakan viskal

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah

atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan viskal

pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan

mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik

dapat diketahui arah kebijakan viskal pemerintah. Sehingga dapat

dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer

publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat

yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
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o)

1; Tahapan pelaksanaan anggaran adalah Sebagian dari prosedur
a anggaran yang dimulai dari penyusunannya sampai dengan
% pertanggung-jawaban atasnya, yang keseluruhannys dikenal
c dengan nama siklus anggaran (budget cycles). Siklus anggaran
;i terdiri dari:

g a) Tahapan persiapan anggaran oleh badan eksekutif

& b) Tahapan pengesahan anggaran oleh badan legislatif.

S

c) Tahapan pelaksanaan anggaran oleh badan eksekutif, termasuk

i
e

pelaporan pelaksanaan dan pengawasan atasnya. %

Sebelum suatu periode anggaran dimulai, pihak eksekutif
menyiapkan suatu rencana anggaran belanja untuk membiayai
segala kegiatannya yang akan dilaksanakannya serta rencana
sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi pembiayaan
tersebut, yang akan diajukan kepada badan legislatif.

Berbagai cara penyusunan anggaran sesuai dengan
perkembangannya hingga saat ini dikenal sebagai:**

i. Penyusunan anggaran berdasarkan objek (line items
budgetting)

Anggaran belanja yang hanya membuat daftar barang
dan kebutuhan dengan nilainya dan dikelompokkan dalam
golongan-golongan sejenis dikenal dengan sebutan line
items budgeting.

ii.  Penyusunan anggaran berdasarkan program (program
budgetting)

Suatu anggaran yang berorientasi kepada maksud dan
tujuan pembelanjaan dikenal dengan nama program
budgeting. Program budgeting memberi kemungkinan
memilih prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk keperluan pengawasan sering dikombinasikan

JIDIS DUDUL UDUYNS JO ANSISAIUN DILUDIS| S1DI1S

2 Rosjidi, Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode
urabaya: Aksara Satu, 2001), Hal. 21.

o 2 Kustandi Arinta, Pengantar Akuntansi Pemerintahan, (Bandung: Citra Aditya Bakri,
1990), Hal.12.

o]
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dengan cara: anggaran program dengan perincian line
items.

iii.  Penyusunan anggaran berdasarkan hasil kerja (performance
budgeting)

Apabila dalam budget dikemukakan pula data-data hasil
kerja yang akan dihasilkan (output), maka anggaran
demikian dikenal dengan performance budgeting. Pada
umumnya performance-budgeting merupakan program
budgeting dengan perincian line-items disertai data-data
hasil kerja yang akan dihasilkan setiap unit.

iv. Peyusunan anggaran dengan system perencanaan,
penyusunan  program dan  anggaran  (planning,
programming and budgeting system), dikembangkan
sebagai usaha memperbaiki ketiga sistem tersebut, dengan
memperhitungkan ~ suatu  kaitan  dengan  rencana
pemerintahan yang lebih Panjang.

Sesuai perhitungan dan pengkompilasian data, maka
disusunlah naskah usul anggaran yang akan diajukan
kepada badan legislative dalam bentuknya: budget

document.

b) Akuntansi pemerintahan
1) Pengertian

Pada hakikatnya akutansi pemerintahan adalah aplikasi
akuntansi di bidang keuangan negara (public finance),
khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget
execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya,
baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanent pada
semua tingkatan dan unit pemerintahan. Akutansi pemerintahan

meliputi kegiatan penganalisaan, pencatatan, penyimpulan,
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;
=

1; pelaporan, dan penginterpretasian transaksi-transaksi unit dan
a agensi pemerintahan.”

% 2) Tujuan

c Penyelenggaraan akutansi pemerintahan (governmental
;i accounting) bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan
;: (financial information) mengenai pemerintahan di semua
’-; tingkatan dan unitnya yang ada.

S

i
e

c) Akuntansi keuangan daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan)
dari entintas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang

memerlukan.?®
3. Analisis pengukuran kinerja

Pengukuran  kinerja keuangan merupakan  manifestasi
keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi
prestasi keuangan pada masa lalu berdasarkan laporan keuangan

perusahaan sehingga memperbaiki laba perusahaan.”’

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegatan dalam arah pencapaian visi dan misi
organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa,
ataupun suatu proses. Pengukuran Kinerja suatu organisasi merupakan
komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan
balik terhadap kefektifan perencanaan dan pelaksanaan proses suatu
organisasi. Pengukuran Kkinerja juga membantu dalam formulasi dan

revisi strategi organisasi.

¢ PUDUL UDUYNS JO ANSISAIUN DILUDIS| 81DI1S

% Kustadi Arinta, Pengantar Akuntansi Pemerintahan, (Bandung: Citra Aditya Bakri,
0) Hal. 11.

% Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi
uangan Daerah, 4 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 43.

2" Mulyadi Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hal. 183.
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Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian
suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem
pengukuran Kkinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian
organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan
reward and punishment system. 2

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi
tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan
untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja
dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan
dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan
meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi sektor publik dalam
pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik
digunakan untuk pengelokasian sumber daya dan pembuatan
keputusan. Ketiga, ukuran Kkinerja sektor publik dimaksudkan untuk
mewujudkan  pertanggungjawaban  publik dan  memperbaiki
komunikasi kelembagaan. %

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak
ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan
kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena
output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible
output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur
kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran

kinerja nonfinansial.*

a) Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

I DYDY UDUYNS JO AJSISAIUN DILWDIS| 81015

Pig

iquinr @pP¥
N

%8 Halim dan Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, hal.

*® Dadang Solihin, Keuangan Publik: Pendananaan Pusat dan Daerah, (Jakarta: PT
tifa Duta Prakarsa, 2006), Hal. 37.
% Jhyaul Ulum, Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),
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Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (top down
dan botton up)

Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara
berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian
strategi.

Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal
congruence.

Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan

individual dan kemampuan kolektif yang rasional.*

Manfaat Pengukuran Kinerja

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan

Do B
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L of

untuk menilai kinerja manajemen.

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.

Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan
Tindakan korektif untuk mmperbaiki kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman
(reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi
yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang
telah disepakati.

Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam
rangka memperbaiki kinerja organisasi.

Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi.

Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
Mamastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.*

%! Suhardi, Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP,

" %2ipid. hal, 45.
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Z s
:: 4. Rasio keuangan daerah
. C; Rasio keuangan adalah suatu analisis yang membandingkan suatu
:11 % /_:T laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya yang dapat
L:c:_r; ‘L: C membantu menilai status atau kondisi perusahaan saat ini. Rasio
F —E\ ;E fa keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan
: 1 _E: ; hubungan antara proyek tertentu dengan proyek Ilainnya.
:J ::: ; Penyederhanaan ini memungkinkan penilaian cepat terhadap hubungan
f‘ :-ﬁ antara item-item tersebut dan dapat dibandingkan dengan rasio lain
E“C B sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Inlos BuoA uobuyuadsy uoyIGnIsw Jof
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Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil
yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode
sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang
terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara
membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah
daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif
sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah
tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Rasio keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
kondisi keuangan dan prestasi untuk kemajuan dalam pemerintah

maupun perusahaan.®

a. Rasio Kemandrian

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah
membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Kemandirin keuangan daerah ditunjukkan oleh
besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari sumber yang lain, seperti bantuan pemerintah pusat

atau dari pinjaman. Bantuan pemerintah pusat dalam konteks

% Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta:
emba Empat, 2007), Hal. 231.
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otonomi daerah bisa dalam bentuk Dan Alokasi Umum (DAU)
maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).**

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan dengan
daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin tinggi rasio
kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,
semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan
restribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang semakin tinggi.*

Tabel 2.1 Keriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD Kemandirian Keuangan

Daerah

0,00 - 10,00 Sangat Kurang

10,01 - 20,00 Kurang

20,01 - 30,00 Sedang

30,01 - 40,00 Cukup

40,01 - 50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

b. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah
PAD yang
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi

daerah dalam  merealisasikan direncanakan

riil daerah.

Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas

dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai
minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Guna

IQUIDT WPRINIDS DUDUL UDYHNS 1O AlISISAIUN DILUDIS| 94048

% Ulum, Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar, hal. 31.

% ibid, hal. 31.
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C.

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

Rasio efisiensi
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

==

£ =

E :; memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut
; a dibandingkan dengan rasio efesiensi yang dicapai pemerintah
o g 3 36

- A daerah.

f 2 c Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikatagorikan
S yd

T EE w sebagai berikut;

3 e 'r—1

o ;_ 2 Table 2.2 Kriteria Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3282 g

2 i— A Pesentase Kinerja Keuangan Kriteria

o, o »]

8823 >100% Sangat Efektif

3322 90% - 100% Efektif

e v

= 80% - 90% Cukup Efektif

2

3 60% - 80% Kurang Efektif

2 <60% Tidak Efektif

%

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang
diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang
dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi
berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.*’

Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan secara
cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi
seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui

kegiatan tersebut efisien atau tidak. *

*® ibid, hal. 32.

7 Ulum, hal. 32.

%% Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta:
emba Empat, 2007), Hal. 232.

—
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Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja APBD

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria
>100% Tidak Efisien
90% - 100% Kurang Efisien
80% - 90% Cukup Efisien
60% - 80% Efisien
<60% Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM
d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa
besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu priode ke
priode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk
masing-masing komponen pendapatan pendapatan dan pengeluaran,
dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi yang perlu

mendapatkan perhatian.*
e. Rasio Aktifitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah
daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja
operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.
Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja
rutin berarti persentasi belanja investasi (belanja bangunan) yang
digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi

masyarakat cenderung semakin kecil.*°
f. Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam penelitian Ahmad Soleh mengemukakan konsep dan
metode analisis dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah

yaitu pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah (IKKP),

% Ulum, Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar, hal. 33.
“%ibid, hal. 37.
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pengukuran indeks ini pada dasarnya merupakan rata-rata dari
penjumlahan Ketergantungan Fiskal (KF), Kemampuan Penciptaan
Pendapatan (KPC), Proporsi Belanja Modal (PBM), Dan Kontribusi
Sektor Pemerintah (KSP).

Asumsi penilaian terbaik dalam interprestasi indikator yang

digunakan adalah sebagi berikut*" :

*nilai terbaik = 100
- Kapasitas Penciptaan Pendapatan *nilai terbaik = 10

*nilai terbaik = 60

- Ketergantungan Fiskal

- Proporsi Belanja Modal

- Kontribusi Sektor Pemerintah *nilai terbaik = 20

Tabel 2.4 Kategori Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah

Kategori Nilai Kinerja keuangan
Tidak Baik <20
Kurang Baik >20-30
Cukup Baik >30-40
Baik >40-50
Sangat Baik >50

5. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar
yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja
daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah
(Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan,
anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari

IquUOT @PRINJIDS DYDY UDUYNS JO AUSISAIUN DILUDS| 81015

il 63-64.

1 Ahmad Soleh, “Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi,” Jurnal Defelopment 2012,
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pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan lain-lain pendapatan
yang sah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah
dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja daerah
merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan
susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja
daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum,
ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan
fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan,
serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis
belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja
operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan. Penyusunan rancangan APBD berpedoman Kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran
diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.*

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan
penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip
pertanggungjawaban  antargenerasi,  sehingga  penggunaannya
diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cabangan, dan

peningkatan jaminan sosial.

k

IquID gip }ﬁ’.umg DUDUL UDULNS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS

2 Anik Yuesti, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan Igusti Ayu Asri Pramesti, Akuntansi
tor Publik (Bali: CV Noah Aletheia, 2020), Hal. 49.

3 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, (Jakarta: Salembat Empat 2002)
48.
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b. Sistematika APBD
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri

Pendapatan, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Pertimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Belanja, terdiri dari : Belanja Aparatur Daerah, Belanja
Pelayanan Publik, Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan,

Belanja tak tersangka.

T
0
g
0,
O
o
= .
= dari :
Fa
=z
L
a 2)
a
=
3)

Pembiayaan meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran

Daerah.**

c. Proses Penyusunan APBD

1)

2)

3)

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah
tentang APBD yang telah disertai penjelasan dan dokumen
dokumen pendukung nya kepada DPRD pada minggu pertama
bulan oktober tahun sebelumnya.

Setelah disetujui oleh DPRD, APBD kemudian ditetapkan
menjadi APBD melalui peraturan daerah. Apabila DPRD tidak
menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan, maka
untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah dapat
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,
pelaksanaanya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan

gubernur/bupati/walikota.*

d. Pelaksanaan APBD

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,
pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah menyusun Realisasi
Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat

IQUIDT W@EoN)|0S DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

* nik Yuesti, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan Igusti Ayu Asri Pramesti, Akuntansi Sektor
blik (Bali: CV Noah Aletheia, 2020), hal. 50.
*ibid, hal. 52.
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lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk

dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyesuaian

APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas

bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan

prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyesuaian APBD dilakukan jika terjadi:

1)

2)

3)

4)

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum APBD.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang
berjalan.

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, Yyang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,
dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan
berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.*®

B. Studi Relevan

Studi relevan merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang

dijadikan rujukan pada penelitian ini yang kajiannya memiliki keterkaitan

dengan tema yang diangkat dalam penelitian.

Table 2.5 Penelitian Terdahulu

IQUIDT WP NIDS DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

Judul Penelitian,
NO | Nama Penelitian, Metode Hasil Penelitian
Tahun
1 Analisis Rasio | Analisis 1. rasio efektifitas dikategorikan
5 |bid, Hal. 53.
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T
: o
=
:; Keuangan  Untuk | Deskriftif efektif
. Q Mengukur Kinerja | Kuantitatif | 2. rasio efisiensi dikategorikan
w2 3 . .
cegRr = Keuangan tidak efisien,
7338 =
a825 & Pemerintah Daerah 3. rasio kemandirian pengelolaan
ES oo Z
TD55 w Kota Mataram keuangan  daerah  masih
3558 =
382 3 rendah,
aso= 0
2885 S Hery Susanto, 4. rasio aktifitas kurang baik,
2S8E 5
€93 :—ﬁ 2019 rasio  pertumbuhan  pada
o3 komponen PAD kurang baik,
© 5 g
; @ 5. komponen rasio pendapatan

daerah dikategorikan sedang,

6. pertumbuhan belanja

dikategorikan  kurang baik
karena porsi belanja operasi
lebih  besar dari belanja

modal.*’

2 Analisis  Kinerja | Deskriptif Kinerja Keuangan Daerah Kota

LD DUINg MIN Jofosm BuoA uobul JH:‘J.H)i uoyIBn

Keuangan Daerah | Kuantitatif | Bitung masih rendah dan masih

Pemerintah  Kota bergantung kepada pemerintah

Bitung pusat.  Sehingga  Pemerintah
Daerah Kota Bitung harus mampu

Priscilia Putri meningkatkan dan

Utami Mailangkay, memaksimalkan Pendapatan Asli

Sri Murni, Paulina Daerah.*®

Van Rate.

2020

2|50 JSCLUINS UDHYINGgaAUSLL DP uDyLuIniuDouaw oduoy iu syng oAIDY yrunes nopo uop uoiBogas dunbuaw Buoiopg |

3 Analisis Rasio | Kualitatif 1. pola hubungan tingkat
Keuangan Deskriptif kemandirian daerah berada

Anggaran pada kriteria instruktif.

JIDIS DUYDUL UDUYNS JO AJSISAIUN DILUDIS| S1DI1S

- " Susanto, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Mataram,” Journal of Management and Business, Vol.7 (25 Maret 2019), Hal. 90.

o ®ppU Mailangkay, S Murni, dan P V Rate, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Bitung,” Jurnal MBA, Vol.8 No.3 (2020), Hal. 283.
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o)
:; Pendapatan  Dan Kemandirian Pemerintah Kota
a Belanja Daerah Manado berada pada
% (APBD) Kota kemampuan keuangan yang
c Manado Untuk masih sangat rendah
;i Menilai  Kinerja Tingkat  efektivitas  dan
;: Keuangan efisiensi pengelolaan
’-; Pemerintah  Kota keuangan daerah Kota
:—ﬁ Manado Tahun Manado terbilang efektif dan
Anggaran sangat efisien.
2011 - 2015 Rasio  Keserasian Belanja
menunjukkan bahwa antar

Juddy Julian Pilat,

belanja tidak langsung dan

Jenny Morasa, belanja ~ langsung  belum
2017 seimbang.
kondisi kemampuan keuangan
Kota Manado masih belum
ideal. Dilihat dari hasil
o perhitungan share dan growth
3: terhadap LRA Pemerintah
; Kota Manado Tahun
? Anggaran 2011 sampai
: dengan 2015%
::' 4 | Analisis  Kinerja | Deskriptif Kinerja Pemerintah Provinsi
5 Keuangan Kualitatif Sulawesi Utara tahun 2016-
; Anggaran 2018, pendapatan daerah
% Pendapatan  Dan menunjukkan kurang baik,
f_: Belanja Daerah dimana pemerintah daerah
;" (APBD) belum mampu dalam
é Pemerintah penyelenggaraan
Q
a
= ** Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015,” ACCOUNTABILITY 6, no. 1 (20 Juni 2017): hal. 53,
https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56.

IquID
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Provinsi  Sulawesi
Utara (Tahun 2016-
2018)

Sanchia Darlene
Rawis, DKk.
2020

desentralisasi

efektivitas pendapatan asli
daerah menunjukkan cukup
efektif dan mampu dalam
memobilisasikan penerimaan
pendapatan  daerah  sesuai
dengan yang ditargetkan.
belanja daerah menunjukkan
terdapat selisih kurang dari
jumlah anggaran secara umum
dinilai baik,

pertumbuhan belanja daerah
mengalami pertumbuhan
secara positif dan jumlah
kenaikan yang didapat masih
terbilang wajar,

belanja operasi terhadap total
belanja masuk dalam kategori
kurang serasi, belanja modal
terhadap total belanja masuk
dalam kategori tidak serasi
efisiensi belanja  daerah
menunjukkan rasio efisiensi
kurang dari 100% yang
artinya  pemerintah  sudah
melakukan penghematan
anggaran belanjanya maka

dikategorikan efisien.”

5 Analisis  Kinerja

Keuangan Dengan

Analisis
Kualitatif

Kemandirian Keuangan

Daerah  Kabupaten  Ogan
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'S D Rawis, H Manosoh, dan R J Pusung, “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran
dapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (tahun 2016-2018),”

fnal MBA Vol.8 No.4 (2020), Hal. 813.
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3
:: Menggunakan dan Komering Ilir belum cukup
. - Rasio  Keuangan | Kuantitatif memadai ini berarti

: 11 % E’; ;i Pada Anggaran | (Mix menggambarkan kemandirian
;B EL—j E; ; Pendapatan  Dan | Methode) keuangan daerah dinilai belum
;:‘; 5 o Belanja Daerah cukup  mandiri. Karena
: 13 _EE ; Kabupaten ~ Ogan bantuan dari Pemerintah Pusat
’5": EE:': ; Komering Ilir (Oki) lebih  besar dibandingkan
i ; L_E _L“ —ﬁ dengan  Pendapatan  Asli
;LE _3 E: Lilis Atmawati, Daerah  Kabupaten  Ogan
i ; : & 2013 Komering Ilir.
2 : 3 2. Efektivitas pemerintah
2%2 Kabupaten Ogan Komering
E Iir dalam menjalankan
_ tugasnya sangat efektif.

% 3. Kinerja pemerintah Kabupaten
Hf Ogan Komering Ilir pada
: tahun 2008 sampai tahun 2012
z dinilai sudah efisien. **

Perbedaan Penelitian Terdahulu

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah
dijadikan rujukan penulis selain dari objek yang berbeda, adalah pada
penelitian sebelumnya hanya terfokus pada analisis kinerja keuangan dengan
rasio keuangan daerah sesuai indikator yang ada tanpa menjelaskan kinerja

keuangan daerah secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti

2|50 JSgLUINS UDHINGgaAUSLL DP UDLWUINUDIUaW oduny iUl sijng oAIDy

menambahkan Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah dalam
menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah secara umum dan

menyeluruh selama total periode yang diteliti.

! Lilis Atmawati, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan
da Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),” (2013),
il. 82-83.
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Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada latar

belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis merumuskan

kerangka pemikiran berikut

Iquidr Duins NI

Kinerja Keuangan
Daerah

T
g
5]
0
-
g
=
&
c
@,
c
o
c
:J-_I-.C
=
o
=
o

Rasio Kgmandirian

Rasio Efektifitas

Rasio Efisiensi

Rasio Pertumbuhan

Rasio Aktivitas
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APBD

Gambar 2.1
kerangka Berfikir

Kemampuan
Keuangan Daerah

Indeks Kinerja
Keuangan Pemerintah
(IKKP)

Kontribﬁsi Sektor
Pemerintah

Ketergantungan Fiskal

Proporsi Belanja Modal

Kapasitas Penciptaan
Pendapatan
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rangka pemikiran yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Dari komponen Kkinerja keuangan diatas dapat dilakukan proses
perhitungan analisis dengan menggunakan alat analisis Rasio Keuangan
Daerah yang meliputi : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio
Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Aktivitas.

Dari kemampuan keuangan daerah secara menyeluruh dapat diukur
melalui proses perhitungan dengan menganalisis melalui Indeks Kinerja
Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil rata-rata dari perhitungan
berikut : Kontribusi Sektor Pemerintah, Ketergantungan Fiskal, Proporsi

Belanja Modal, Dan Kapasitas Penciptaan Pendapatan.
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METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Peneltian ini dilakukan pada pemerintah daerah provinsi Jambi,
namun penelitian ini tidak berpusat disatu tempat karena data penelitian ini

dari data skunder yang diperoleh dari website.

. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif
deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic
(data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur
menggunakan rasio keuangan dan mendeskripsikan hasil perhitungan
sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk

menghasilkan suatu kesimpulan®.

. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data
time series yaitu data yang disajikan berupa rangkaian data yang diukur
selama kurun waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian
adalah data kuantitatif berupa laporan anggaran dan realisasi APBD tahun
2017-2020 Provinsi jambi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan
data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan data sekunder pada
penelitian ini berupa laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2017-
2020 Provinsi Jambi yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah di
publish  di  website  https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.
Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh
dari riset pustaka dan penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal

penelitian.

pPRNIDS DYDUL UDUYNS JO AUSISAIUN DILUDIS| S1DIS
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52 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)

andung: Alfabeta, 2014), Hal. 19.
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D. Definisi operasional variable
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a Table 3.1 Operasional Variabel
;%: No Variabel Definisi Indicator Skala
;1 Tingkat Kemampuan 1. Pendapatan Asli | Rasio
op Kemandirian | pemerintah daerah Daerah
éf Kinerja dalam membiayai | 2. Bantuan Pusat dan
o Keuangan sendiri kegiatan Pinjaman
g pemerintah,
h pembangunan dan
pelayanan kepada
masyarakat.
2 Tingkat Perbandingn  antara | 1. Biaya Pemungutan | Rasio
Efisiensi biaya yang PAD
Kinerja dikeluarkan untuk | 2. Realisasi
Keuangan memperoleh Penerimaan PAD
pendapatan  dengan
realisasi  pendapatan
oh yang diterima.
33 Tingkat Kemampuan 1. Realisasi Rasio
o Efektivitas pemerintah dalam Penerimaan PAD
3_ Kinerja merealisasikan 2. Target penerimaan
j Keuangan pendapatan asli daerah PAD
% yang direncanakan
% yang  dibandingkan
‘3 dengan target yang
;:: ditetapkan dengan riil
éF daerah.
7,4 Tingkat Kemampuan Realisasi Penerimanan | Rasio
é; Pertumbuhan | pemerintah daerah | PAD
q Kinerja dalam
%; Keuangan mempertahankan dan
g: meningkatkan
<
3
o)
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telah dicapai dari satu
: pripode ke priode
: berkutnya.
b Tingkat Kemampuan 1. Total Belanja Rasio
Aktifitas pemerintah daerah Rutin
Kinerja memprioritaskan 2. Total Belanja
Keuangan alokasi danannya pada Pembangunan

belanja  rutin dan | 3. Total APBD
belanja pembangunan

secara optimal.
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Indek Kinerja | Metode analisis yang | 1. Ketergantungan Rasio

Keuangan digunakan untuk Fiskal

Pemerintah menilai tingkat | 2. Kapasitas
Kinerja keuangan Penciptaan
secara umum. Pendapatan

3. Proporsi Belanja
Modal
4. Kontirbusi Sektor

Pemerintahan
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis
kuantitatif dinyatakan dalam angka-angka yang dapat dihitung dengan
rumus statistik.”®> Dalam penelitian ini metode analisis kuantitatif
digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dari
perhitungan dengan membandinkan teori yang sesuai dengan masalah
yang digunakan dalam peneltian ini, metode ini menyajikan data dalam
bentuk angka, table, dan uraian mengenai rasio keuangan daerah.
selanjutnya metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah

FPPINIDS DUDYL UDUYNS 1O ANSISAIUN DI

Wwior g

i~
et

D05 DL NDNS Uonofull Nnoyo iy uosinuad ‘uosodo) uounsnduad o) ohAaoy uosjnuad ‘uoijjsuad ‘'uoypipuad ur

5% Atmawati, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada

iggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),” Hal. 37.
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metode analisis deskriftif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja
keuangan Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan

Daerah.

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling
menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk
menyimpulkan hasil penelitian. Data-data yang telah terkumpul dianalisis,
teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai
berikut:>*

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa laporan
keuangan dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
dengan mengukur:
a) Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,

Rumus:

endapatan asli daerah
PEREP — X 100%
bantuan penerimaan pusat dan pinjaman

Rasio Kemandirian =

2) Rasio Efektifitas Keuangan Daerah,

Rumus:

Realisasi Penerimaan PAD
0,
Target Penerimaan PAD x100%

Rasio Efektifitas=

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,
Rumus:

Rasio Efisiensi

_Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD

x 100%

Realisasi Pemungutan PAD

4) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rumus :

pPRNIDS DYDUL UDUYNS JO AUSISAIUN DILUDIS| S1DIS
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> Mailangkay, Murni, dan Rate, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota

ung,” Hal. 281.
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T
: Q
=
: O PAD t1—PAD t0
O Pertumbuhan PAD = ————— X 100%
: A PAD t0
O
oo i :g
_E E 0 = Pertumbuhan Total Pendapatan =
L e, —
s 8320 E Realisasi Pendapatan t1 — Pendapatan t0
cc@y Z X 100 %
TD 35 w Pendapatan t0
==3JC C
= 1 5 = Keterangan :
6332 0O -
26485 < t1 = tahun yang dihitung,
=R -
2823 3 t0 = tahun sebelumnya.
~5¢ G
D =
T g8
[4¢] : . «
= ad 5) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah
=94
Rumus :
. . . Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Rutin = J X100 %

Total APBD

Total Belanja Pembangunan

0,
Total APBD X 100%

Rasio Belanja Pembangunan =

b) Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam metode analisis pengukuran kinerja keuangan Provinsi

WD DUING KN oioes Bund unBuyusdsy unyiBn
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Jambi periode 2017-2020 digunakan model Indeks Pengukuran
Kinerja Pemerintah (IKKP), Pengukuran indeks ini pada dasarnya
merupakan rata-rata dari :

- Ketergantungan Fiskal (KF)

- Kemampuan Penciptaan Pendapatan (KCP)

- Proporsi Belanja Modal (PBM)

- Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)
Adapun model yang digunakan untuk mengukur Indeks Kinerja

Keuangan adalah:

2|50 JSCLUINS UDHYINGgaAUSLL DP uDyLuIniuDouaw oduoy iu syng oAIDY yrunes nopo uop uoiBogas dunbuaw Buoiopg |

(100—KF) + KCP + PBM + KSP
4

IKKP =

1) Ketergantungan Fiskal Provinsi Jambi (KF)

Dengan nilai diperoleh dari :

_ DAU (—Belanja Pegawai)

" Total Pendapatan Daerah
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2) Kapasitas Penciptaan Pendapatan Provinsi Jambi (KPC)

Dengan nilai diperoleh dari :

Pendapatan Asli Daerah
PDRB

KPC = x 100

3) Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi (PBM)

Dengan nilai diperoleh dari :

Belanja Modal
PBM = 2
Total Belanja Daerah

100

4) Kontribusi Sektor Pemerintah Provinsi Jambi (KSP)

Dengan nilai diperoleh dari :

Total Belanja Pemerintah
PDRB

KSP = x 100

3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Jambi dengan indikator yang sesuai dengan teori.

4. Menarik Kesimpulan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini Adalah Kinerja Anggaran Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Jambi. Unit pengamatan yang ditetapkan adalah
pemerintah provinsi jambi dan unit analisisnya adalah aparat yang
bertanggung jawab menyusun anggaran pada setiap satuan kerja.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45°-2°45°LS dan 101°10°-
104°55’ BT di bagian tengah Pulau Sumatra, sebelah Utara berbatasan dengan
Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan
Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan
sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi
Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan
pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth
Triangle).

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah
dalam satu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Ragional
Bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai produk yang dihasilkan pada suatu
daerah dalam waktu tertentu.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola
sumber daya alam melalui suatu proses produksi. Keterbatasan untuk
menyediakan faktor produksi tersebut menyebabkan struktur PDRB bervariasi
antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur persentasi dari perkembangan
suatu perekonomian dari periode ke periode selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dilihat dari peningkatan Produk
Domestik Ragional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Perkembangan
ekonomi yang tercermin dari peningktanan PDRB harus tumbuh lebih baik
terlebuh dalam menghadapi proses pembangunan daerah yang berkembang.
Secara makro sektoral atau berdasarkan kontribusi sektor-sektor produksi
yang membentuk perekonomian hingga tahun 1990 masih Agraris saat ini

berubah berstuktur industri. Artinya sebelum tahun 1990 indonesia masih
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memiliki sektor pertanian yang sangat tinggi sebagai penyumbang
pendapatan, namun sat ini sektor pertanian semakin menurun dan sektor
industri semakin meningkat produksinya.

Struktu ekonomi Provinsi Jambi dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor
terhadap pembentukan PDRB dari sektor ekonomi yang awalnya dominan
diganti dengan sektor ekonomi lainnya. Pada awalnya PDRB menurut
lapangan usaha 2009 terdiri dari 9 sektor namun sejak Februari 2015 BPS
menghitung PDRB berdasarkan tahun 2010 yang terdiri dari 17 sektor. 17
sektor tersebut terdiri dari (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2)
pertambangan dan pengolahan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik
dan gas, (5) pengadaan air, (6) kontruksi, (7) perdagangan besar dan eceran,
(8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan
minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan, (12) real estate,
(13) jasa perusahaan (14) administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan
sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
(17) jasa lainnya

Perekonomian Povinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sekitar 30,88%, diikuti oleh
Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,59%, Perdagangan Besar-Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,24% dan industri pengolahan
sebesar 9,86%. Namun diketahi bahwa kebergantungan Provisi jambi terhadap
komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama
beserta kegiatan turunannya.>

Dari sisi pengeluaran, Ekonomi Provinsi Jambi sampai tahun 2020 dicapai
oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa dan diikuti oleh Komsumsi Rumah
Tangga. Komoditas perkebunan dan pertambangan sebagai sumber ekonomi
utama, sebagian besar kinerja ekspor memberikan dampak positif kepada
penerimaan masyarakat Provinsi Jambi karena terjaganya harga global.
Sementara itu komponen pengeluaran komsumsi pemerintah mengalami

kontraksi. Komponen lain yang berperan besar terhadap Produk Ragional

IQUIDT WE@PRNIDS DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

> jambiprov.go.id
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Domestik Bruto (PDRB) adalah pengeluaran komsumsi rumah tangga yang
mencapai hampir PDRB Provinsi Jambi.

Hasil Penelitian

Secara garis besar yang dibahas dalam bab ini yaitu kinerja keuangan
dengan menggunakan rasio keuangan dalam merealisasikan pendapatan
daerah. Analisis rasio keuangan terdiri dari 6 bagian yaitu analisis rasio
kemandirian keuangan daerah, analisis rasio efisiensi keuangan daerah,
analisis rasio efektivitas keuangan daerah, analisis rasio pertumbuhan
keuangan daerah, analisis rasio aktivitas keuangan daerah, dan analisis rasio
DSCR. Berikut ini akan disajikan beberapa tabel dan perhitungannya sebagai
berikut :

1) Analisis Rasio Kemandirian

Rasio yang mengambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksteren.
Keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,

misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman dari luar®.

Pendapatan Asli Daerah

X 100%

Rasio Kemandirian= : —
Bantuan Pemerinta Pusat dan Pinjaman

Perhitungan rasio kemandirian keuangan provinsi jambi untuk tahun 2017,
2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio

Kemandirian
(dalam bentuk miliar)
Bantuan pemerintah
Tahun PAD pusat
2017 2.859,65 13.622,05
2018 1.656,57 2.754,35
2019 1.651,09 2.922,49

IQUIDT WE@PRNIDS DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

*® Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, hal. 27.
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2020 1.535,18 2.862,89

IQUUDP PUINS NIN AW p1diD 3YPH @

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tahun 2017:
) L. 2.859,65
Rasio Kemandirian = — X 100
13.622,05
= 20,99 %
Tahun 2018 :
) .. 1.656,5
Rasio Kemandirian = 4 X 100 %
2.754,35
= 60,14 %
Tahun 2019 :
) L. 1.651,09
Rasio Kemandirian = X 100 %
2.922,49
=56,49 %
Tahun 2020 :
) L. 1.535,18
Rasio Kemandirian = —— X 100 %
2.862,89
=53,62 %

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun Persentase Hasil Tingkat Kemandirian
2017 20,99 % Sedang

2018 60,14 % Sangat Baik
2019 56,62 % Sangat Baik
2020 53,62 % Sangat Baik

Sumber : Data Diolah Penulis, 2022

Dari tabel 4.2 diketahui hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio

kemandirian keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi adalah :

1. Tahun 2017 persentase tingkat kemandirian sebesar 20,99% ini
menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi
Jambi itu sedang dan menjelaskan bahwa pada tahun tersebut

pemerintah daerah masih bergantung dengan bantuan dari pusat
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o)

1; 2. Pada tahun 2018 persentase tingkat kemandirian sebesar 60,14 % dan
a mengalami  peningkatan dari tahun sebelumnya, hasil ini
% menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi
< Jambi sudah sangat baik dan tidak terlalu bergantungan lagi dengan
;i dana dari pusat.

g 3. Untuk tahun 2019 tingkat kemandirian keuangan daerah 56,62% dan
& mengalami penurunan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya.
:-ﬁ Meski mengalami penuruan, namun tingkat kemandirian untuk tahun

ini masih berada ditingkat yang sangat baik.

4. Dan di tahun 2020 tingkat kemandirian kembali mengalami penurunan
yang tidak terlalu signifikan dengan hasil 53,62% yang menunjukan
ditahun ini tingkat kemandirian masih sangat baik.

2) Analisis Rasio Efektifitas
Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibanding kan dengan
target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah®’.
Rasio Efektifitas = ~ooiast Penerimaan PAD o ),
v Target Penerimaan PAD
a
? Perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah Provinsi Jambi untuk
% tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :
:__’ Tabel 4.3 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio
=] Efektifitas
®
f‘ (dalam bentuk miliar)
~.Tahun Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
2017 2.859,65 2.473,81
2018 1.656,57 1.494,53
2019 1.651,09 1.524,64
2020 1.535,18 1.665,33

mber : djpk.kemenkeu.go.id

IQUUIDT U NI DUy Uplins

5" ibid, hal. 28.
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|

I
Q
2 Tahun 2017:
o) 859,
3 Rasio Efektifitas = 285965 x 100%
=} 2.473,81
1 =116%
< Tahun 2018
W
= Rasio Efektifitass =~ x 100%
a 1.494,53
l:; =111%
O Tahun2019:
Rasio Efektifitas = LO5LO9 s 100%
1.524,64
=108%
Tahun 2020 :
Rasio Efektifitas = 123518, 100%
1.665,33
=92%
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas
Tahun Persentase Hasil Tingkat Efektifitas
= 2017 116% Sangat Efektif
@ 2018 111% Sangat Efektif
% 2019 108% Sangat Efektif
3} 2020 92% Efektif
S_—ymber : Data Diolah Oleh Penulis 2022
o
E Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.6 digambarkan
'lg"gmampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang

direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarka potensi riil

+

IQUIDT UPpRNIDS DUDU| UDSH

o

erah, berikut analisi dari rasio efektivitas keuanga daerah :

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas Provinsi Jambi yaitu tepatnya
diawali pada tahun 2017 rasio efektivitasnya sebesar 116%
menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi sudah
sangat efektif dimana realisasi penerimaan lebih besar dari target yang

ditetapkan.
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Tahun 2018 rasio efektifitas menurun menjadi 111% namun realisasi
penerimaan tetap mampu melampaui dari target penerimaan yang
ditetapkan, dengan hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas di tahun
2018 sudah sangat efektif.

Tahun 2019 kembali terjadi penurunan terhadap rasio efektifitas menjadi
108% namun masih menunjukan tingkat kinerja keuangan daerah Provinsi
Jambi Masih sangat efektif dimana realisasi penerimaan masih leih besar
dari target yang ditetapkan.

Di tahun 2020 terjadi penurunan rasio efektifitas yang signifikan dimana
tingkat rasio berada di bawah 1 atau kurang dari 100 yakni sebesar 92%
hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lebih kecil dari target
penerimaan yang telah ditetapkan, namun tingkat kinerja keuangan daerah
pada tahun 2020 ini masih tergolong efektif.

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa tingkat efektiktifitas

menurun setiap tahunnya selama periode tahun penelitian

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besranya biaya
yang dikeluarkan untuk memperolenh pendapatan dengan realisasi
pendapatan yang diterima, biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD
ialah belanja rutin untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah yang

meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.”®

. e Biaya Pemungutan PAD
Rasio Efisiensi = —— . X 100 %
Realisasi Penerimaan PAD

Perhitungan rasio efisiensi keuangan Profinsi Jambi untuk tahun
2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :

abel 4.5 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio Efisiensi

(dalam bentuk miliar)

Tahun Biaya Pemungutan PAD

Realisasi Penerimaan PAD

IqUID uidpn)os puoyl

*8 ibid.
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2017 9.527,98 2.859,65
2018 2.245,56 1.656,57
2019 2.406,64 1.651,09
2020 2.134,61 1.535,18

IQUUDT DU ININ| 1 Bpdigd ¥OH @)

mber : djpk.kemenkeu.go.id

Tahun 2017 ;
Rasio Efisiensi - 227,98 X 100%
2.859,65
=333%
Tahun 2018 :
Rasio Efisiensi = 224556 x 100%
1.656,57
=135%
Tahun 2019 :
) . 2.406,64
Rasio Efisiensi = X 100%
1.651,09
= 145%
Tahun 2020 :
) e 2.134,
Rasio Efisiensi = 13461 X 100%
1.535,18
=139%

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun Persentase Hasil Tingkat Efisiensi
2017 333% Tidak Efisien
2018 135% Tidak Efisien
2019 145% Tidak Efisien
2020 139% Tidak Efisien

QDI UIPPNIDS DYDY] ERDULNS 1O AfISISAIU DILUD(S| 84048

mber : Data diolah penulis 2022

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efisien tingkat kinerja keuangan

pemerintah daerah Provinsi Jambi selama periode tahun penelitian berada

pada kategori tidak efisien.
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4) Analisis Rasio Pertumbuhan

50

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang

telah dicapai dari priode ke priode lainnya.>®

Tabel 4.7 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan lindikator Rasio

Pertumbuhan

(dalam bentuk miliar)

Tahun Penerimaan PAD Realisasi Pendapatam

2016 2.227,60 15.868,41

2017 2.859,65 17.269,10

2018 1.656,57 4.412,46

2019 1.651,09 4.575,19

2020 1.535,18 4.400,62
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id
a) Rasio Pertumbuhan PAD = PAD t1-PAD 0 x 100%

PAD t0

(PADLt1 = PAD tahun yang dihitung, PADt0 =

PAD tahun sebelumnya)

L)

o)

@ Tahun 2017 :

b . 2.859,65 — 2.227,60

o Rasio Pertumbuhan = X 100%
3 2.227,60

O =28,37 %

S Tahun 2018 :

2 ) 1.656,57 — 2.859,65

Wi, Rasio Pertumbuhan = x 100%
3 2.859,65

Q = (42,07%)

w

= Tahun 2019 :

)

O . 1.651,09 —1.656,57

3 Rasio Pertumbuhan = x 100%
—_ 1.656,57

o 0

:f: = (0,33%)

o Tahun 2020 :

0

5

%L' ¥ibid, hal. 29.

-'.E

3

o)
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Rasio Pertumbuhan =

1.535,18 —1.651,09

1.651,09

= (7,02%)

X 100%

Ttabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD

IQUUDP PUINS NIN AW p1diD 3YPH @

Tahun Persentase Hasil Kinerja
2017 28,37% Positif
2018 (42,07%) Negatif
2019 (0,33%) Negatif
2020 (7,02%) Negatif

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

51

Pada tabel 4.8 diatas, rasio pertumbuhan pada tahun 2016/2017

sebesar 28,37% sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan

yang signifikan dengan tahun 2018 terjadi defisit sebesar 42,07%, tahun
2019 dengan defisit sebesar 0,33% dan untuk tahun 2020 terjadi defisit

sebesar 7,02%.

b) Rasio Pertumbuhan total pendapatan

_ Realisasi Pendapatan t1-Pendapatan t0

Pendapatan t0

Keterangan :

t1 = tahun yang dihitung,

t0 = tahun sebelumnya.

X100 %

Berikut perhitungan rasio pertumbuhan total pendapatan tahun 2017, 2018,
2019, dan 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

_17.269,10 — 15.868,41

_ 4.412,46 —17.269,10

15.868,41
8,83%

17.269,10
-74,45%

X 100%

X 100%
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_ 4.575,19-4.412,46

Tahun 2019 = x 100%
4.412,496
= 3.69%
. ,62—4.575,
Tahun 2020 = 2200627457519 1 5504
4.575,19
= 3.820%

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun Persentase Hasil Pertumbuhan
2017 8,83% Positif
2018 -74,45% Negatif
2019 3,69% Positif
2020 -3,82% Negatif

Sumber : data diolah penulis, 2022

Berdasarkan pada hasil perhitungan tabel diatas, dapat dilihat
bahwa pada tahun 2017, persentase pertumbuhan total pendapatan senilai
8,83% hal ini menunjukkan pertumbuhn yang positif, di tahun 2018
persentase pertumbuhan total pendapatan mengalami penurunan senilai -
74,45% yang menunjukkan pertumbuhan yang negatif atau mengalami
defisit dari pertumbuhan total pendapatan tahun sebelumnya, pada tahun
2019 persentase pertumbuhan total pendapatan senilai 3,69% meningkat
dari tahun sebelumnya yang menggambarkan pertumbuhan yang positif,
dan untuk tahun 2020, persentase pertumbuhan total pendapatan kembali
mengalami penurunan senilai -3,82% yang menunjukkan pertumbuhan
negatif karena terjadinya defisit pendapatan dari tahun sebelumnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun periode
penelitian pertumbuhan total pendapatan tidak konsisten karena selalu

mengalami pertumbuhan yang naik turun.

5) Analisis Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memperioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja

pembangunan secara proporsional dan optimal. Semakin tinggi persentase
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anggaran yang dialokasikan berarti persentase belanja pembangunan
(modal) yang digunakan untuk menyediakan saran dan prasarana ekonomi
masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin
maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat
dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya
kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang

ditargetkan. Adapun rumusnya sebagai berikut :°

_ Total Belanja Rutin
B Total APBD

Rasio Belanja Rutin x 100%

Total Belanja Pembangunan

0,
Total APBD x 100%

Rasio Belanja Pembangunan =

Perhitungan rasio aktivitas keuangan daerah Provinsi Jambi untuk tahun
2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio

Aktivitas
(dalam bentuk miliar)
Belanja
Tahun Rutin/Operasi Pembangunan/Modal APBD
2017 9.542,55 3.913,99 16.872,74
2018 2.246,06 784,72 4.198,26
2019 2.407,14 866,50 4.824,37
2020 2.135,16 642,70 4.430,39
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id
a) Rasio Belanja Rutin
9.542,55
Tahun 2017 =—""""x100%
16.872,74

IQUIDT WP NIDS DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

% ibid, hal. 30.
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=56,56%
46,06

2.2
Tahun 2018 =——x100%

4.198,26
= 53,50%
2.407,14

Tahun 2019 =——x100%
4.82 7

=49,90%
35,16

2.1
Tahun 2020 =———x100%

" 4.430,39
=48,19%
b) Rasio Belanja Pembangunan

_ 3.913,99
~ 16.872

=23,20%

_ 784,72
~4.198,26

= 18,69%

_ 866,50
"~ 4.824,37

17,96%

_ 642,70
~ 4.430,39

=14,51%

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

X 100%

X 100%

X 100%

X 100%

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas

54

Tahun Rasio Belanja Rutin Rasio Belanja Pembangunan
2017 56,56% 23,20%
2018 53,50% 18,69%
2019 49,90% 17,96%
2020 48,19% 14,51%

D] Uouling o AUSISAIUN DILWD|S| 81018

m

QDI UlpPRN)ICg DY

ber : Hasil Olahan Penulis, 2022

ri hasil perhitungan pada tabel 4.10 dapat dianalisis sebagai berikut :
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o)

:; Pada tahun anggaran 2017 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD
a sebesar 56,56% dan rasio pembangunan terhadap APBD sebesar 23,20%
% menggambarkan bahwa ditahun ini tingkat aktivitasnya lebih
< memprioritaskan belanja rutin dibanding dengan belanja pembangunan.

;i Di tahun 2018 persentasi rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami
g penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 53,50% dan rasio
& pembangunan juga mengalami penurunan menjadi 51,56%. Hal ini masih
:-ﬁ menunjukan tingkat aktivitas yang masih meprioritaskan belanja rutin

dibanding dengan belanja pembangunan.

Di tahun 2019 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD kembali
mengalami penurunan menjadi 49,90%, rasio belanja pembangunan juga
kembali mengalami penurunan menjadi 17,96%. tingkat aktivitas sama
dengan sebelumnya dimana belanja rutin lebih diprioritaskan terhadap
belanja ruti dibanding dengan belanja pembangunan.

Pada tahun 2020 kedua rasio kembali mengalami penurun baik rasio

belanja rutin menjadi 48,19% dan belanja pembanguan menjadi 14,51%.

o 6) Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan Daerah

O
arabel 4.12 Data APBD Provinsi Jambi berdasarkan Indikator Pengukuran

§ Indeks Kinerja Keuangan

:_TE' (Dalam bentuk Milliar)
“Keterangan 2017 2018|2019 | 2020
;Produk Domestik Ragional

{$Bruto ( PDRB) 189,79 | 207,88 | 217,06| 206,85
,Sl;)ana Alokasi Umum (DAU) 1.397,91 | 1.399,37 | 1.433,20 | 1.444,17
?endapatan Daerah 17.269,10 | 4.412,46 | 4.575,19 | 4.400,62
?Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.859,65 | 1.656,57 | 1.651,09 | 1.535,18
j:BeIanja Modal 3.913,99 784,72 | 866,50 | 642,70
“Belanja Pegawai 6.058,95 | 1.303,79 | 1.382,61 | 1.391,32
:C]hBelanja Daerah 16. 872,74 | 4.198,37 | 4.824,37 | 4.400,62
5 elanja Pemerintah 4.503,49 | 4.515,14 | 5.244,69 | 5.244,84

QIO UIPRY
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Perhitungan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai
berikut :

a)

b)

Kebijakan Fiskal

Angka ketergantungan fiskal terhadap keuangan daerah bersifat
negatif artinya semakin besar nilainya maka semakin tidak baik bagi
keuangan daerah, maka untuk menyamakan dengan variabel lainnya
yang bersifat positif, harus dikonversi dengan mengurangkan angka
100 terhadap angka ketergantungan fiskal. ®*

1.397,91 — 6.0588,95

FKaotr = x 100 =73
17.269

K 2018 _ 1.399.37 — 1.303,79 X 100 _ 98
4.575,19

1.4 20—-1.382,1

KFaorg = ~23320- 138217, 100 =99
4.575,19

K E2020 _ 1.444,17 — 1.391,32 %100 =99

4.400,62

Kapasitas Penciptaan Pendapatan

KPCaorr = 222283, 100 =15
189,78

KPCaois = 283957100 =8
207,88

KPCaozs = 282109, 100 =76
217,06

KPCaozo = 223218400 =74
206,85

Proporsi Belanja Modal

PBMaorr = ——2222 4100 = 23,19
16.872,74

PBMaoze = —272 4100 = 18,68
4.198,26

PBMaots = —222% L 100 =17.96
4.824,37

IQUIDT WP NIDS DUDUL UDYHNS 1O ANSISAIUN DILUDIS| 94048

®1 Ahmad Soleh, “Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi,” hal. 64.
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PBM2020

642,70

= x 100 =14,50

4.430,39

d) Kontribusi Sektor Pemerintah

KSP2017

KSP2018

KSP2019

KSP2020

= 250349 100 = 23,72
189,79

= 25131% . 100 = 21,72
207,88

- 224484 100 = 24,16
217,06

= 224481 100 =25.36
206,85

e) Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah
73+15+23,19+23,72

IKKP2017 = " =33,73

IKKPoots = 98+8+18‘,1-68+21,72 = 36,60

IKKPaoto = 99+7,6+1Z,96+24,16: 3718

IKKPageo = 99+7,4+14,50+25,36 _ 36,57
[y 4
a
]
% Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah
=
= Provinsi Jambi Tahun 2017 — 2018
%Tahun KF KPC | PBM KSP IKKP Kriteria
"52017 73 15 23,19 23,72 33,37 Cukup Baik
~2018 98 8 18,68 21,72 36,60 Cukup Baik
=2019 | 99 | 7.6 | 17,96 | 24,16 | 37,18 Cukup Baik
= 2020 99 7,4 14,50 25,36 37,18 Cukup Baik

IQUUDI UPPNIDS DUER]

mber : Data diolah Penulis, 2022

Pada tabel 4,13 kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi

Jambi berada pada kategori cukup baik di mana hasil rata-ratanya >30.
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Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah
Provinsi Jambi selama periode 2017-2020. Berikut dengan menggunakan
beberapa analisis rasio diantaranya rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio
efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas, danperhitungan indeks kinerja
keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil. Perhitungan rasio-rasio tersebut, maka Kkinerja
keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2020
dirangkum pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Provinsi
Jambi Periode 2017-2020

Tahun Anggaran

Keterangan 2017 2018 2019 | 2020 | Rata-rata

(%) | (%) | (%) | (%) (%)
Rasio Kemandirian 20,99 60,14 | 56,62 | 53,62 47,84
Rasio Efektifitas 116 111 108 92 106,75
Rasio Efisiensi 333 135 145 139 188

Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan

PAD 28,37 | -42,07| -0,33| -7,02 -5,26
b. Rasio Pertumbuhan

Total Pendapatan 8,83 | -74,45 3,69 | -3,82 -16,55
Rasio Aktivitas

a. Belanja Operasi 56,56 53,50 | 49,90 | 48,19 52,64
b. Belanja Pembangunan | 23,20 10,69 | 17,96 | 14,51 18,59
Indeks Kinerja Keuangan | 33,37 36,60 | 37,18 | 36,57 35,18
Pemerintah

Sumber : hasil olahan penulis, 2022
Berdasarkan tabel 4.12, berikut hasil analisa penulis :

1. Rasio Kemandirian
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Selama kurun waktu empat tahun, rasio kemandirian provinsi
jambi berada pada tingkat rata-rata 47,84% sehingga dapat dikatan
berada pada kategori cukup mandiri walaupun kontribusi PAD
terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan
porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat,
namun demikian keuangan daerah Provinsi Jambi sudah mulai mandiri
dan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern
semakin rendah.

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total
pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk dana perimbangan)
terhadap total pendapatan. Dia rasio yang mewakili tersebut, meskipun
menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang
berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki
makna yang berkebalikan dengan rasio transfer daerah terhadap total
pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian
daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer,
maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai
belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat
kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang
tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Dilihat pada tabel 4.1 jumlah PAD pada tahun 2017 senilai
2.859,65 lebih kecil dari nilai bantuan pemerintah pusat (dana transfer
daerah) senilai 13.622,05 ini menggambarkan kecil nya tingkat
kemandirian pada tahun tersebut namun pada hasil perhitungan rasio
kemandirian masih berada pada kategori sedang dengan tingkat
persentase 20,99%. Pada tahun 2018, nilai PAD menurun menjadi
1.656,57 dan nilai transfer daerah juga menurun menjadi 2.754,33.
Meskipun PAD menurun dari tahun sebelumnya namun pada tahun ini
membuktikan pemerintah mulai meningkatkan kemandiriannya dengan
mengurangi ketergantungan dari transfer daerah, dengan demikian
pada tahun 2018 dari perbandingan rasio PAD dengan rasio transfer
menggunakan rasio tingkat kemandirian kinerja keuangan APBD
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provinsi Jambi berada pada kategori sangat baik dengan persentase
60,14%. Untuk tahun 2019 dan 2020 nilai rasio PAD mengalami
sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 nilai rasio
PAD sebesar 1.651,09 dan tahun 2020 senilai 1.535,18. Sedangkan
untuk rasio transfer mengalami peningkatan selama tahun 2019 dan
2020 dengan rasio transfer 2019 senilai 2.922,49 dan tahun 2020
senilai 2.862,89 hal ini menggambarkan pemerintah masih sedikit
bergantungan dengan dana transfer, namun dengan perhitungan rasio
kemandirian, kinerja keuangan pemerintah berada pada kategori sangat
baik karena persentase tahun 2019 sebesar 56,62% dan persentase
tahun 2020 sebesar 53,62%.

Kemandirian Provinsi Jambi sudah bisa dikatakan sangat baik
meskipun masih ada ketergantungan dari dana pemerintah pusat, untuk
itu dalam mengatasi hal ini pemerintah daerah harus lebih
mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah
ada.

Dalam hasil analisis tingkat kemandirian, hal ini sudah sesuai
dengan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah daerah
Provinsi Jambi sudah mulai menjalankan tanggungjawabnya dalam
melaksanakan dan mengatur kegiatan pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas

Dari tabel menunjukkan perkembangan rasio efektivitas Provinsi
Jambi yang cukup baik, dengan hasil rata-rata 106,75% selama kurun
waktu tahun anggaran 2017-2020. Kendati hasil rata-rata rasio
efektifitas yang diperolen menunjukkan kategori Sangat Efektif,
namun terjadinya penurunan realisasi penerimaan. Realisasi
penerimaan harus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya,
khususnya pada upaya optimalisasi pemungutan pajak maupun
retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa anggaran
PAD Provinsi Jambi mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar 2.473,81 M. pada tahun 2018
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anggaran PAD diturunkan menjadi 1.494,53 M. pada tahun 2019 PAD
dianggarkan sebesar 1.524,64 M. dan pada tahun 2020 anggaran PAD
kembali dinaikkan sebesar 1.665,33 M.

Realisasi PAD Provinsi Jambi tahun 2017 sampai dengan tahun
2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar
2.859,65 M. pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan
sebesar 1.656,57 M. Pada tahun 2019 PAD kembali mengalami
penurunan menjadi 1.651,09 M. dan untuk tahun 2020 PAD juga
kembali mengalami penurunan sebesar 1.535,18 M.

Berdasarkan perhitungan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa
efektivitas PAD Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 116%, tahun
2018 sebesar 111%, tahun 2019 sebesar 108%, dan tahun 2020 sebesar
92%. Efektivitas kinerja keuangan Provinsi Jambi untuk tahun 2017,
2018, dan 2019 sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah
lebih dari 100% dan untuk tahun 2020 masih efektif namun nilainya
berada dibawah 100%.

Dengan hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak
dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang
baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Berdasarkan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah
daerah Provinsi Jambi sudah mampu melaksanakan tanggungjawabnya
untuk menjalankan kinerja keuangannya secara efektif yaitu sudah
sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah
daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi
pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah
daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah
daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk

dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya.

3. Rasio Efisiensi
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Dari Dari tabel 4.4 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi
pemerintah daerah Provinsi Jambi pada tahun 2017 sampai dengan
tahun 2020 rata-rata diatas angka 1 atau lebih dari 100% berada pada
kategori tidak efisiensi, hal ini menggambarkan pemerintah daerah
Provinsi Jambi dalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daearah)
belum Efisien. Artinya, biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar
dibanding dengan output yang dihasilkan belum optimal.

Rata-rata  efisiensi keuanfan daerah yang tidak efisien juga
diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar dari pada
pendapatan asli daerahnya. Meskipun pemerintah sudah dapat
menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun
jumlah PAD vyang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila
dibandingkan dengan jumlah belanja daerahnya. Sehingga dapat
dikatakan kinerja keuangan belum efisien. Berdasarkan hasil yang
belum bisa dikatakan efisien hal ini belum sejalan dengan penerapan
teori Stewardship dimana pemerintah daerah Provinsi Jambi dituntut
untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja keuangan yang
efisien dengan meminimalkan penggunaan sumber daya dan
memaksimalkan hasilnya, didalam teori ini juga dijelaskan bahwa
tercapainya  kesuksesan  organisasi  dicapai dengan  cara
memaksimalkan utilitas dan manajemen, namun hasil analisis pada
tingkat efisiensi berkebalikan dengan definisi teori stewardship, pada
hasil analisa menujukkan bahwa penggunaan sumber daya yang lebih
besar dibanding dengan yang dihasilkan belum bisa dikatakan optimal.
Untuk itu kedepannya diharapkan pemerintah daerah Provinsi Jambi
meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatanya
sehingga untuk kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi
terhadap pendapatan dan belanja daerah.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan Kkinerja pemerintah
daerah Provinsi Jambi tidak begitu baik karena selama kurun waktu 4
tahun ini yang terlihat pada tabel 4.8 rasio pertumbuhan belum stabil
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dikarenakan adanya penurunan hingga defisit dari tahun ke tahun,
pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah
daerah mampu mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk belanja
rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendaptan yang diperoleh
daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan
penerimaan PAD.

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi
menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami penurunan dari tahun
2016-2020. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar 2.227,60 M, di
tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 2.859,65 M. mengalami
penurunan sebesar 1.656,57 M pada tahun 2018, kemudian megalami
penurunan kembali sebesar 1.651,09 M di tahun 2019, dan untuk tahun
2020 kembali menurun sebesar 1.535,18 M.

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.8 dapat
diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD Provinsi Jambi pada tahun
2017 mengalami pertumbuhan sebesar 28,37% menunjukkan
pertumbuhan yang positif, namun mengalami penurunan sebesar -
42,07% di tahun 2018 ini menunjukkan pertumbuhan yang negatif, dan
untuk tahun seterusnya dari tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami
penurunan yang negatif di tahun 2019 persentasenya sebesar -0,33%
dan tahun 2020 persentase sebesar -7,02% hal ini menunjukkan bahwa
realisasi PAD selama periode penelitian tidak mengalami pertumbuhan
hal ini dikarenakan realisasi pemungutan PAD semakin menurun tiap
tahunnya.

Pada tingkat pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah
Provinsi Jambi belum sesuai dengan penerapan teori stewardship untuk
mempertanggungjawabkan aktivitas manajerial atas pengelolaan
sumber daya dan keuangan dimana pemerintah daerah dituntut untuk
mampu menigkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan
tujuan ekonomi, namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil

pertumbuhan kinerja keuangan provinsi jambi yang mengalami
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pertumbuhan yang negatif atau bisa dikatakan menurun setiap
tahunnya.

Dengan melihat ini  pemerintah daerah harusnya mampu
mengembang potensial dan terus meningkatkan pemungutan indikator
indikator Pendapatan Asli daerah agar untuk tahun-tahun seterusnya
tingkat PAD mengalami pertumbuhan yang positif.

Rasio Perbandingan Aktivitas

Berdasarkan pada data yang di lampirkan dapat diketahui bahwa
realisasi total belanja daerah Provinsi Jambi dari than 2017 sampai
dengan tahun 2020 mengalami naik turun. Pada tahun 2017 belanja
daerah sebesar 16.872,74 M, kemudian mengalami penurunan sebesar
4.198,26 M di tahun 2018, kemudian naik menjadi 4.824,37 pada
tahun 2019, dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4.430,39
M. dan untuk belanja modal dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami
kenaikan dan penurunan, ditahun 2017 sebesar 3.913,99 M, mengalami
penurunan di tahun 2018 sebesar 784,72 M, kemudian mengalami
kenaikin di tahun 2019 sebesar 866,50 M dan di tahun 2020 menurun
kembali sebesar 642,70 M.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa rasio aktivitas
Provinsi Jambi pada komponen belanja operasi berada pada tingkat
rata-rata 52,04% sementara pada komponen belanja pembangunan
berada pada tingkat rata-rata 18,59%. Kondisi tersebut menunjukan
bahwa Pemerintah Provinsi Jambi lebih memperioritaskan alokasi
sebagian besar dana yang dimiliki untuk pemenuhan belanja rutin,
sehingga tingginya belanja rutin mengakibatkan semakin berkurangnya
porsi alokasi belanja pembangunan dan rasio belanja pembangunan
terhadap APBD semakin relatif kecil.

Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan
besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.
Hal ini karena pemerintah lebih condong pada pengeluaran-
pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum

memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada
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patokan yang pasti untuk belanja modal sehingga pemerintah daerah
masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi Yyang
mengakibatkan belanja modal belum terlalu terpenuhi.

Berdasarkan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah
dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengatur Kinerja keuangan
daerah Provinnsi Jambi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi
publik dan memberikan kesejahteraan masyarakat nhamun pada hasil
penelitian ini dimana menjelaskan bahwa belanja modal masih
terbilang kecil. Belanja modal tersebut digunakan untuk membangun
sarana dan prasarana serta layanan publik. Sehingga dalam penelitian
ini tingkat aktivitas belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan teori
stewardship karena masih kurangnya Kketersediaan sarana dan
pelayanan publik sehingga kepuasan masyarakat tehadap Kkinerja
pemerintah daerah belum terpenuhi.

Untuk kedepannya pemerintah diharapkan lebih memperhatikan
pelayanan masyarakat karena dimana dana belanja pembangunan
tersebut diperuntukan bagi penyediaan sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat maupun layanan publik. Seharusnya pemerintah daerah
lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai Multiplier
effect yang artinya proses yang menunjukkan sejauh mana
pendapantan nasional efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat.
Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau
kemerosokan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan
dan terutama keatas tingkat pendapatan nasional, dan pengaruh
langsung terhadap peningkatan pendaptan daerah.

Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Indek kinerja keuangan pemerintah ini merupakan hasil rata-rata
dari hasil rasio kebijakan fiskal, rasio kapasitas penciptaan pendapatan
daerah, rasio belanja modal dan kontribusi sektor pemerintahan.

Pada hasil perhitungan di tabel 4.13 nilai kinerja fiskal dimana
tahun 2017 dengan nilai asumsi 73, di tahun 2018 nilai asumsi 98, dan
untuk tahun 2019 dan 2020 nilai asumsi 99 dari nilai asumsi terbaik
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kebijakan fiskal yaitu 100, maka bisa dikatakan kebijakan fiskal cukup
baik.

Untuk nilai asumsi Kapasitas Penciptaan pendapatan di tahun 2017
senilai 15, tahun 2018 senilai 8, tahun 2019 senilai 7,6 dan untuk tahun
2020 senilai 7,4 dengan nilai asumisi terbaik di 10, dari hasil tersebut
dilihat bahwa tahun 2017 kapasitas penciptaan daerah sangat baik dan
untuk tahun 2018,2019, dan 2020 berada di bawah angka 10 berarti
berada dikategori cukup baik.

Untuk perhitungan rasio proporsi belanja modal, pada tahun 2017
dihasilkan nilai 23,19, tahun 2018 di hasilkan nilai 18,68 ditahun 2019
dihasilkan nilai 17,96 dan 2020 dihasil nilai 14,50. Dilihat dari empat
tahun tersebut nilainya berada jauh dibawah nilai asumsi terbaik yaitu
60 ini menggambarkan bahwa proporsi belanja modal kurang baik.

Pada perhitungan rasio kontribusi pemerintah dihasilkan nilai pada
tahun 2017 sebesar 23,72 untuk 2018 senilai 21,72 tahun 2019 senilai
24,16 dan tahun 2020 senilai 25,36. Hasil tersebut melebihi nilai
asumsi terbai rasio KSP yaitu 20 sehingga dapat dikatakan bahwa
kontribusi pemerintah sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan model yang digunakan
maka diperoleh hasil bahwa indeks kinerja keuangan pemerintah
provinsi jambi secara umum selama periode tahun 2017 sampai
dengan 2020 berada dikategori CUKUP BAIK, namun kondisi ini
belum menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi jambi belum
mengalami perbaikan menuju kearah yang lebih baik.

Jika dilihat dari hasil yang sudah cukup baik ini, disimpulkan
bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah
mulai menjalankan prinsip otonomi daerah dengan sesuai penerapan
teori stewardship dimana pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah
berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan dan
menjalankan kegiatan kepemerintahan dengan tujuan kesejahteraan

masyarakat meskipun pada dasarnya belum terlaksana sepenuhnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Selama
kurun waktu empat tahun dalam periode penelitian tahun 2017-2020
dapat dikatan berada pada kategori cukup mandiri.

2. Tingkat Efisensi Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam kurun
waktu empat tahun selama periode penelitian tahun 2017-2020 berada
pada kategori Tidak Efisien.

3. Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam
kurun waktu empat tahun selama periode penelitian tahun 2017-2020
sudah berada pada kategori Efektif.

4. Tingkat pertumbuhan Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam
belum bisa dikatakan baik karena dalam kurun waktu empat tahun
selama periode tahun 2017-2020 selalu terjadi penurunan.

5. Tingkat aktivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi belum
berada pada kategori yang sangat baik karena selama kurun waktu
empat periode tahun 2017-2020 pemerintah daerah masih
memprioritaskan belanja rutin dari pada belanja pembangunan.

6. Indeks kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi secara umum

selama periode tahun 2017-2020 brada pada kategori Cukup Baik.

. Implikasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik tingkat
kemandirian, tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan,
dan tingkat aktivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi.
Berdasarkan hasil kesimpulan menunjukkan bahwa kinerja keuangan
Provinsi Jambi belum bisa dikatakan berada pada kategori yang sangat
baik.

Implikasi yang dapat diberikan penulis terkait dengan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

68



NIOONAYE YHYHL NYHLINS

69

ges yoiunciaduwsw Buooid 7

Q

T
- o
=
:; 1. Semakin baik tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi maka
. a citra provinsi akan baik dan akan mempengaruh bagaimana
. D 3 . o _—
: 11 E': = perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi baik dalam pembangunan
f _T* ‘: ; dan pengelolaan Provinsi Jambi.
SS - o
TT55 w 2. Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana dalam penambahan wawasan
322 C
=2 f 3 serta dapat mengetahui tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi
1535 < Jambi
acgg Q '
| =
ZGg - C. Saran
a = — . . .. .
DaZ Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang tepat adalah sebagai
© 58
;. @ berikut:

1. Bagi Pemerintah harus lebih cermat dan hati-hati dalam penulisan

tahunan, laporan APBD yang ingin di publikasikan lebih diperlengkap

LB oying win w2 odun) undodo ynjusa Woiop U sing oAy yrunes n

lagi serta lebih terperinci, dan juga diharapkan pemerintah agar lebih
memprioritaskan pembanguan dalam alokasi dana APBD.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu menjabarkan faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi

Jambi., selain itu juga dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah
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daerah agar peneliti selanjutnya menambahkan rasio keuangan daerah
yang lain salah satunya dengan menggunakan rasio DSCR (Debt
Service Coverage Ratio), dan menganalisis laporan Arus Kas dalam

Pelaporan Anggaran Pemerintah Daerah.
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Fan

0

= LAMPIRAN

DI

—a 3

A Data APBD Murni Dan Realisasi APBD Provinsi Jambi
) -
:- j: f? = (dalam bentuk miliar)
G Akun 2017 2018 2019 2020
3 pagu realisasi pagu realiasi pagu | realisasi | pagu realisasi
: Pendapatan 16.588,81 | 17.269,10 | 4.412,46 | 4.412,46 | 4.517,55 | 4.575,19 | 4.694,00 | 4.400,62
- Daerah
5 PAD 2.473,81 | 2.859,65 | 1.494,53 | 1.656,57 | 1.524,64 | 1.651,09 | 1.665,33 | 1.535,18
3
i Pajak Daerah 1.565,86 | 1.748,08 | 1.272,73 | 1.656,57 | 1.296,51 | 1.345,11 | 1.407,86 | 1.292,73
(T}
@ Retribusi
5|  Daerah 199,66 116,48 21,20 20,21 23,65 19,11 25,88 18,59
i Hasil
= Pengelolaa
E Kekayaan 108,10 104,77 43,06 30,51 33,19 31,06 33,21 27,92
[ Yang
= Dipisahkan
= Lain-Lain PAD
- Yang Sah 600,19 890,73 | 157,54 | 231,56 | 171,29 | 25581 | 198,37 | 19594
:—‘ TKDD 13.344,34 | 13.622,05 | 2.721,89 | 2.754,35 | 2.991,42 | 2.922,49 | 3.027,06 | 2.862,89
g  Pendapatan
- Transfer 13.344,34 | 13.622,05 | 2.721,89 | 2.754,35 | 2.991,42 | 2.922,49 | 3.027,06 | 2.862,89
@  Pemerintah
Z|  Pusat
g Pendapatan
-l Lainnya 770,65 787,40 1,61 1,55 1,49 1,61 1,61 2,55
5 Pendapatan
g Transfer Antar 499,52 612,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Daerah
5 Pendapatan
4 Hibah 8,11 106,17 1,61 1,55 1,49 1,61 1,61 2,55
& Laiin-Lain
o Pendapatan 263,03 69,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Sesuai Undang-
= Undang
# Belanja Daerah 17.164,52 | 16.872,74 | 4.515,14 | 4,198,26 | 4.813,41 | 4.824,37 | 5.244,84 | 4.430,39
=
_ Belanja Pegawai 6.830,59 | 6.058,95 | 1.393,62 | 1.303,79 | 1.573,75 | 1.382,61 | 1.743,92 | 1.391,32
- Belanja Barang 3.164,00 | 3.469,03 | 892,93 | 941,77 | 994,01 | 1.024,03 | 995,82 | 743,29
% Jasa
E Belanja Modal 3.739,27 | 3.913,99 | 993,99 | 784,72 | 939,17 | 866,50 | 1.056,50 | 642,70
= Belanja Lainnya 3.430,67 | 3.430,77 | 1.234,60 | 1.167,97 | 1.306,48 | 1.551,22 | 1.448,61 | 1.653,09
- Belanja Subsidi 14,85 14,57 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55
& Belanja Hibah 791,86 798,84 | 50523 | 487,36 | 504,26 | 672,27 | 689,99 | 766,63
F  Belanja 32,06 27,27 1,00 0,12 0,56 0,28 0,00 0,33
= Bantuan Sosial
| Belanja Tidak 54,13 13,79 4,00 0,10 19,50 0,09 18,43 | 152,70
5  Terduga
= -
2

QD[
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.' Belanja Bagi
Hasil

565,60

1.093,17

593,30

579,77

615,53

710,64

641,64

631,11

Belanja
Bantuan
Kuangan

1.972,17

1.483,14

130,57

100,13

166,13

167,43

98,06

101,77

Surplus/(Defisit)

-575,72

396,36

-297,12

214,21

-295,85

-249,17

-550,84

-29,77

ndunfiusd "0

Pembiayaan
Daerah

575,72

1.354,09

0,00

0,00

295,85

669,50

550,84

420,32

Penerimaan
Pembiayaan
Daerah

661,03

1.428,66

297,12

457,07

310,85

669,50

550,84

420,32

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Sebelumnya

661,03

872,19

297,12

457,07

310,85

669,50

550,84

420,32

obunuaday yniun oAUDLY

Pencairan Dana
Cadangan

0,00

556,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman
Daerah

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pengeluaran
Pembiayaan
Daerah

85,31

74,57

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Penyertaan
Modal Daerah

49,59

65,78

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Pembayaran
Cicilan Pokok
Hutang Jatuh
Tempo

35,72

8,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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umber ﬁpttps://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.




